[BERIAN BIAYA PEMELIHARAAN
PEN OPERASIONAL GUBERNU S

enimbang :

Mengingat

.
1 g

LAWEs) TENGAH

B
ERATURAL GUBERNUR SULAWES! TENGAH

NOMOR B¢ TAHUN 2015

TENTANG

SEHATAN DAN BIAYA PENUNJANG
DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAIL,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib
pengelolaan  biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya
penunjang operasional Gubernur Sulawesi Tengah dan Walkil
Gubernur Sulawesi Tenpah, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 9 huruf e dan hurmuf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Biaya
Pemeliharaan Kesehatan dean Biaya Penunjang Operasional
Gubernur dan Wakil Gubernur,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1064 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Qulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
' Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I qulawesi Utara-Tengah dan Daesrah T‘mgl-:a.t11
. Sulawesi Selatan-Tenggara ELﬂmbara‘.n ‘Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomoer 7 mcn';ad% Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19?-1
Nomor 94, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomaor 2687
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gtapkan

2.

Undang-l__]ndang
Pemerintahan
Indonesia

M

; Dac?:;m 23 Tehun 2014 tentans
Fehun 2014 Lembaran  Negara Republik
Negara Repulbiiy Traed ﬁfnn‘f 244, Tambahan Lembaraf
telah dinbah teraki sonesia Nomor S55A7) sebagaimana
Tahun 2015 tcmﬂ“r dengan Undang-Undang Nomor

Undang Nomaoy 23“5 Perubahan Kedua atas Undang-
Daerah (Lembarag Pabun 2014 tentang Pemerintahan
2015 Nomor 58, Tﬂgﬁiﬂm Republik Indonesia Tahurl

Indonesia Nomar 5679). han Lembaran Negara Republik
i

Peraturan Pemerintah Nomor 109

Kedudukan Keuangan Kepala L

Daerah (Le Daerah dan Wakil Kepala
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tg
¥ mb :
Indonesia Nomor 4028): ahan Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN BIAYA PENUNJANG
CPERABIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UNMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubermur ini, vang dimaksud dengan:

1. Biaya Pemeliharaan Keschatan adalah biaya untuk
pengobatan, perawatarn, rehabilitasi, tunjangan cacat
dan uang duka bagli Gubernur dan Walil Gubernur
Sulawesi Tengah beserta anggota keluarga.

2, Biaya  Penunjang Operasional adalah biaya

untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang
dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya. _ |

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan
Spsial sebagaimana dimalksud dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

aminan Sosial. 1 .

4, g’endapatan asli Daerah yang selanjuinya Eil:&mg]:l:at
PAD adalah pendapatan yang berasal dari ‘hlaml Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah
dan pengelolaan kelkayaan @aﬂrah yang dipisahkan
serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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b BAB 11
YA PEMELIHARAAN RESEHATAN

Pasal 2

Gubemur d .
2 — Biii:l Wlf.lcﬂ f_‘fubmur dalam menjalankan tUgas
ya Pemeliharaan Keschatan setiap tahun.

Pazal 3

z::ﬂllbebanan Fia}fa Pemeliharaan Kesehatan meliputh
b‘ llll'larl J aminan Kesehatan pada BPJS;
. selisih dari pelayanan keschatan yang dijamin BRJS;
dan
¢, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS.

Pasal &4

(1) Turan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 nuruf a sebesar 5% (lirma persen) dari
Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur per bularl.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
dengan ketentuan sebagail berikut:

a. 3% (tiga persen) dibayar oleh APBD; dan
b, 2% (dua perser] dibayar olell Gubernur dan Walkil
Gubernuir sebagal Pesertad BPJS Keschatan.

(3) Gaji yang digunakan sebagal dasar.perhitungan luran

Jaminan Keschatant sebagaimana dimaksud pada ayat

.+ atas Gaji dan tunjangan keluarga.
Jaminan ¥eschatan S€ imana dimaksud
) wajib disetor kepada BPJS Keschatan

(4) luran
paling lambalt tangeal 10

pada ayat (2

pasal 5
dijamin BPRJS
; - 1 keschatatl yang :

gelisih dafs SﬂlﬂY 53,;1 Faﬁalﬂ-hurufbmﬂhputl
cebagaimana | 1 sehatarl bﬂl'daﬁﬂﬂ.{ﬂ-“ jenis dan
a nilai sﬂ].lsﬂ'la kﬂﬁﬂhﬂtﬂn yang ditetapkan Glﬁh_

jafon hard
. Kesﬂhatﬂﬂ: dan :

1




b. nilai selisih
iEL 2%
kelas 1. YBnan rawag inap pada ruang pcrawatan'

Pasal 6

Pelayanan  kesehatap

scbagaimana dimaksud ¢ yang tidak dijamin BPJS
a, pelavanan keschatan al?.m Pasal 3 huruf ¢ mﬁlip]_lti.'. '

prosedur  sebagsima yang dilakukan tanpa melalui
perundang-un dmgmf"lﬂ diatur dalam peraturan

pelayanan kesehatan - 1

kesehatan vang tidak yans -dﬂmm di fasilita®

Kesehatan, kecuali dal beberja sama dengan BPJS

pelayanan keseh 1 dalam keadaan darurat;

pelayanan kesahzzﬁ yang dilakukan di luar negeri;
untuk tujuan estetika;

Pﬂﬁfaﬂan untuk mengatasi injfartiliu:s- :

i yanan meratakan gigi (ortodansi);

gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan

obat dan/atau alkohol;

. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic yang
belum dinyatakan efeldf berdasarkan penilaiaft
teknologl kesehatan;

i, alat kontrasepsi, kosmetik, makanail payi, dan susi;

dan

j. biaya pelayanan keschatan pada kejadian tak

diharapkan yang dapat dicegah.
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Pazal 7

pasal © setiap tahun ditetapka

Crubernurl.
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Eia}r& P ,
an denga:;nunlang Operasional setiap tahun
Wusan Gubernur,

: Pasal 10
(1) Biaya Fenuniang o .
dalam Pasal g Perasional sebagaimana dimaksud

mendukyp ayat {3} diperguneaken untuk

Walkil Guberim?.ﬂak“mlaan tugas CGubernur dan

(2} EiE}*a untuk gy
sebagaimana :
untuk kegiatan :mﬂkauti pada ayat (1) dipergunakan
i. koordinasi:
- Penanggulangan kergw : i
¢. pengamanan; dan anan sosial masyar :
d“. kKeglatan khusus lainnya,
(3) B}ﬂ}’ﬂ kKegiatan  khusus
dimaksud pada ayat (2

a.

|
lainnya sebagaimana

: huruf d meliputi:

kegiatan kenegaraan yakni menghadiri undangan
peringatan hari kemerdeknan Republik Indonesia;

b. kegiatan promosi yakni pemaparan promosi daerah
di dalam negeri atau di luar negeri; _

c. kegiatan protokoler yakni menghadiri pelantikan
penggantian  pimpinan  Kepolisian R&pt:lbhk
Indonesia atau pimpinan Tentara Masional
Indonesia.

BAB IV _
PEMBIAYAAYN DAN PERTAN GGUNGJAWABAN

Pasal 11

timbul dar:
i Pemeliharaan Kesehatan yang s
3 ?é?ﬁanan kesehatan Yyang dijanmin BRJS ber

i kaIliBmE BPJS‘- v e ' BPJE
o t;;la}ranan kesehatan yang dl]?amu pada
e ana dimaksud pada ayat (1) mggﬁs
Eﬁbﬂltﬁlran = rundang-undangan di bidang .
pera

Pasal 12 3
sebagaimana dimaksu
' Biaya Pemﬂélmaéaadan Biaya me;ﬂ.ial;g QC'P:;?WE
glam Pas : d dalam Pasa e
d ana Fimﬂl(ﬂ";:kan Jan mpeﬁﬂngm;ngaﬁé::rﬂl:f
dianggarkar diperes’ engelolaan keuangan

sesual dengd

pasal 13

A anda dimakﬁud
hatan sebagalll
araatl Kest

5 g 'ang ﬂpﬂrﬁsiﬂnﬂl
Biaya pemelina’s% o Biaya peml;rax}aal g ayat (3)
alam pasal 4 ksud dalam lumen Pelaksanaan
- bagaiman® mﬂﬁPBD mclalm-mi;
L b
anggaren SHTT . 5




BAR v
KETENTUAN ool :

Pagal 14

dibayarkan sebelum hery Pada tahun 2015 yang telah
tetap berlaku sepanja e B

Peraturan Gubernur ining tidak bertentangan dengan

Pasal 15

Pf:ratura.n Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahlan
pengundanga.n Peraturan  Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawest

Tengah.

Ditetapkan di Palu .
pad.a al & rJ‘..'If 2015

GUBERNWR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA




